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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/579/V1.02/HK/2020
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang : a.

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
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Undung-Undaing Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)-

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dar Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran
Nezarn Repub'k Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan
Lrrabaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4300,

Undarg-Undane Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan
Reuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 126,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Uindang Undarng Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedun atas Undang-Undang Notsor 23 T thun 2014
tentang Pemerniahan Daerah (Lembaran Negarn Republk
dlonesia Tohe g 15 Nomor 38, Tambahan Len baran Negara
repubhk Indenesia Nomor S5679);

rianp Uslas g Yomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan  Peinenntah Pengganti Undang-Undarg Nomor |
Tahun 2020 tentang hebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penunganan Pandemi Ceorona Virus
Disease 2019 (Corid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman  Yang Membahayakan Perckonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Men)adi Umiang-Undang:

Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena,
{Lembaran Neears Republik Indonesia Takun JO020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373):

Peraturan  Penenntah Nomor 109 Tahua Zoo0o lentang
Redudukan Keuingan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambaliun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimnbangar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan wembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4575);
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10. Peraturan  Pemerintah Nomor 1% Tahun 2017 tentang
Pembinaar dan Pengawasan Penyelenggaraan I'emerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsix Tahun 2617

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Pakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan  Pemerincah  Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pciaksanaan Progaam Pemulihan Ekonemi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Panderai Corona Virus Disease 2019 {COVID-19)
dar./atau  Menghadapr  Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangar,
Serta  Penyelematan Ekoinomi Nasiona! (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6514),
sebagaimana telak diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 186, Tambahar Lerabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542):

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Repionai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah tentang  Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteiri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaren Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tanun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter Dalam

Negeri Nomor 99 ‘\“thun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1560);
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Menctapkan

17. Peraturar: Menteri Dalam Ne

19,

20

21,

22,

23.

24,

geri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Pernturan Manteri Dalam Negernt Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Benta Nepara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,  Kodefikasi, Dan  Nownenklatur Perencanaan
Pembangunin Den Keuangan Daerah (Benita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 64 Tahun 2020 tentang
Pedonian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Ncgara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor §88);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus hsease 2019 o

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2029 Nomon 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Pengpunaarr alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu,  Perubahan Alokasi, dan Penpguraan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Inconesia Tahur: 2020 Nomoi 581);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasi! Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI

PEFATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANG
RANCANGAN PERATURAN BUFATI MESUJI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
ANGGARAN 2021.

RANCANGAN
G ANGGARAN
GARAN 2021 DAN
TENTANG PENJABARAN
NJA DAERAH TAHUN
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kahupaten Mesuji tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Bupad Mesuji  tentang Penjabaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Daernh Tahun Anggaran 2021
sehagamana tercantum  dalam  Lampiran  Keputusan ini ving
merupaxan bagiar vang udak terpisahkan dari Keputuean ini.

Bupati bersama DPRD segern melakukan penyempurnaan dan
penyesunian terhadap Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten
Mesuji tentang Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah Tahun
Anggaran 2021 berdusarkan evaluasi sebagaimana  dimaksud
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari scjak diterimanya
Keputusan ini.

Lelam hal evaluas: sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak
ditindaklanjuti olch Bupati dan DPRD Kabupaten Mesuji, dan Bupati
Mesuy menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Be'anja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi
Peraturan Dacrah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Pemjabaran  Anggaran  Pendapetan  dan Belanja Daerah Tahun
Angearan 2021 menjadi Peraturan Bupati Mesuji, Gubemur
mengusulkan Kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaen dan/atau pemotongen Dana Transfer Umum sesuai
der.pgan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Daeranh Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangen Peraturan Bupati  Mesuji tentany, Penjabaran Anggaran
Pendaparan dan Uelanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 yang telah
disempurnakan don Jisesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana
cimaksud  Diktum  Kesalu, Rarcangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Daeruh dan Peraturan Bupati setelak mendapatkan Nomor
Register dari Gubernur.

Rancangan Peraturan Daeral, Kabupaten Mesuji tentang Angpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Peajabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah
ditetapkar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Anggarun Pendapatan dan Belanja Daeran Tahun /Ainggaran 2021
dan Peraturan Bupati  Mesuji tentang  Penjabarar, Anggaran
Pendapatan daa Delanja Dacrah Tahun Anggaran 2021, disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubermnur Lampung paling lambat
7 (tuyuhy han selelah ditetapkan.
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KEENAM : Keputusan ini mulni berlaku sejnk tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal flf.- - fo?v

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesin di Jakarta;

2. Kepala Badan Pemeriksa Keunngan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lempung

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

S. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Mesuji di Brabasan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBEPNUR LAMPUNG
NOMOR: G/579/V1.02/HK/2020 TANGGAL 14 DESEMBER 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
RANCANGAN PERATURAN DBUPATI MESUJI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAYH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
wiESUJI TAHUM ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAY PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAN TAHUN ANGGARAN 2021.

"EBIJAKAN UMUM

Prlaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling zedikit terdiri atas:

d.

T =

=

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pcnaapatan, Belunja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut U-usan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD raenuru. Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Jrogram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
t'an Pembiavaan;

Rekapitulasi  Delanja  Menurut  Urusan Pemenintahan Daerah,
Grganisasi, Program, Scgiatan Peserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
heluaran

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerzh dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangar. Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada SEBESAR RPJMD dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
tzngan Rancangan AFBD:

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Progri.m Prioritas Daerah:

Dalar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah:
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m. Daftar Penyeirtann Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

n. Daftar Perkirnan Penambahan dngn Peng:rangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain-Lain;

Dalar Sub Kegiatan Tehun Jamak (Multy Years);
P. Dalar Dana Cadangan; dan

9. Dafur Pinjainan Dacral.

. Rancangan Perkada lentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:

a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi imenurnt Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obiek, Rincian Objek
’rndepatan, Belanja, dan Pembiayaan:

<, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bes: ran Hibah;

d. Daftar Nama Peneriira, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Dcfter Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum dan Uersifat Khusus;

. Dafiar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besarun Belanja Bagi
Hasil;

8 Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Dacrah,
O:ganisasi, Propram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
¢ Fincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

n. Rivcian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas
Alam/ Tambzhan DBEMinyak dan Gas Bumi®) Menurut Urusan
F'=inerintahan Daerah, Organisasi. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompek, Jenis, Objek, dan Rincia.a Objek Pendapatan, Belanja dan
Pernbiayaan;

i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatar, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Cbjek, dan Rincian Objel. Pendapatan, Belanja dai) Pembiayzan:

). Einkronisasi Kebijakan Pemenntah I-‘rcvinsi/l{abupnlcnfkotn pada
Caerah  Perbatasan Dulam Rancangan Perda tentang APBD  dan

Rencangen Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk mengu)i kesesuaizn rancangan Perda
Provinsi/Kabupaten/hota fentang  APBD  dan rancangan Perkada
Jrovinsi/Kabupaten /kota lentang penjabaran APBD dengan:

l. ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
2. kepentingan umum;

3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD,



I1.

-9.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANC PENJABARAN APBD DENGAN
SETENTIUJAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
hEPENT!NGAN UMUM

9]

Fesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kubupaten Mesuji tertang APBD Tahun Angparan 2021 dengan RKPD dan
RUA-PFAS.

Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Angearan 2021 telah disetujiii bersama arntara Bupati dan DPRD pada
langgal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur
Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 “ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomer 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Femerintali Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolran Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari

nejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan olch Bupadi.

Runcangian Peruturan Caerah Kabu paten Mesuji tentang APBD Tahun
Anpgaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 202) tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan
PPAS yang disepakati antara Eupati dan DPRD.

Bupati Mesuji dan DPRD KaGupaten Mesuji telah memenuhi tahapan dan
;adwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundang-vndangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian
rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan
disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengangraran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Mesuji (=ntang APBD Tahun Angzaran 2021 sebesar
7p241 979.501.607,00 harvs berdasarkan pada perkiraan yang terukur

cara rasional dan meiniliki kepastian serta sesuaj dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24
ayat [9) eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selain it1, Pemerintah Kabupa'en Mesuji juga harus melakukan Reformas:
kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia
usaha dan optimalisasi melalui inovas; kebijakar. serta mitigasi dampak

untur. percenatan pemulihan ckonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi.
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Targe. pendapatan duerah teissbut dirinci sebagaimana Tabel 1 scbagai

~ Jumlah (Rp]

Rp841.979.501.607,00

Lenlut:
Tabe! 1
N _Pendapatan Daerah
o Uraiaa
' PENDAPATAN DAERAH ]
l_ S S

y—..-

Pandapatan Asll Daerah

' r;\jnl. Daerah

“sa.sss.;zi:s‘sT.aﬁ

20.209.300.000,00

‘Ketribusi Daerah

£.467.000.000,00 |

 Has' Prngelclmn Kekayaan Daerah yang di
{ misahkan

|

Begian Laba yang dibagikan kepada
Pemerintat Daerah (Deviden) atas
| Yenycrtaan Modal pada BUMD

| Lain-Lain Pcndapatan Asli Eacrah yang Sah

| Jara Giro

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Dacrah

~2.000.000.000,00 |

© 2.000.000.000.00 |

21.978.625.331,00

T 3.070.000.000.00 ‘

1.500.000.000,00 |

__-I:.ndupatar' Denda atrs Xeterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan

l‘eﬁapntan BLUD

—— e o —

5.000.000,00 |
|

 15.620.375.722.00 |

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan
| Aesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
| Kesehatan Tingkat Pertama [FK'F?]

783.249.609,00 |

| Pendupatan Transfer

755.618.987.683,00 l

‘ Pcndapntan Transfer Pemenintah Pusat

© 704.150. 288.000,00 |

Dana Perimbangan

~ Dana Insentif Dacrah (DID)

Dana Desa

600.189.150.000,00 | ‘

~103.961 138.000.00 |

Pcn: ‘apatan Transf>r Antar Dicrah

| Lain-Lein P Pr:dlpnnn Daerah ylng Sah
Pendacatan Hibah

51.468.699.663.00

~ 35.705.088.593,00 |

 2.172.238.425.00

Lain-iain Pendapatan

33.232.850.168,00
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Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam
Funcangan Peraturar. Daerah KaLupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Alpgaran 2021 sebesar RpSU.(JSSJ?S..’IS],Dﬂ atau  6,02% dari total
rFencapatan daerah sebesar Rp841.979.501.607,00, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kebupaten Mesuj) tentang APBD Tahun Anggaran
2071.

Penganggaran targes pendapatan daerah tersebut harus merupakan
perkitaan yang terukur sccara rasiona! dan memiliki kepastian serta
berdasarkan Pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan

s:hagrimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

Selunjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan

D:erah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri
wari:

a. Paick Daerah
Fenganggaien targe* pendapatan pajak daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesaji - tentang APED Tahun Anggaran

1021 sebesar Rp20.209.800.000,00 alau 39,90% dari total
nendapatan asli daeral, sebesar RpS50.655.425.33 1,00,

Target pajak daerah tereebut diuraikan ke dalam obyck pendapatan
pajak daerah:

1) Pajak Hotel sebesar Rp15.0G0.000.00;

2] Pajak Restornn sebesar Rp600.000.000,00:

3) Pajak Hiburan sebesar Rp4.800.000,00;

4, Pajek Reklame sebesar Rp170.000.000,00;

S)  Pajak Prnerangan JJalan sebesar Rm:.OOD.ﬂﬂU.OOU.U[};
6} Pajak Parkir sebearr -{pSH*{)OG,DUJ,OD;

7) Pajak Air Tanah sebesar RPZBU.UUU.ODU.DG;

8] Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp&D‘GUU.ODCI.ﬂ{};

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan schesar
Rpl?.SOU.UD0-0ﬂU,OO:

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
RpS00.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

2021 sehesar Rp6.467.000.000
Peadapatan asli daerah nebesar Rp50.655.425.331.(]0.
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Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus
ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungiitan
paruk daerah dan retribusi aaerah dimaksud serta memedomani Undlang-_
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tcnmqg
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Ferpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenagr. Keija Asing  scbagaimana butir 1C.1.a.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Fenyusunan Anggaren Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anpgaran 2021.

Besarar: warget pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas
harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retnibusi dacrah di
Kabugaten Mecuji  sertn memperhatikan perkirnan asumsi makro,
meliputi pertumtuhan rasio pajuk dacrah, pertumbuhan ekonomi, dan
ungkat inflasi yang memengaruhi larget pendapatan pajak daerah dan
retnbusi dacrah sebagai akibat dani menurunnya kegiatan perekonomian
akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) vang berputensi
terhadap target pendanatan pajak daerah dan retribusi daerah

Beraitan dengan itu, dalam rangka mengoptiraalkan pajak daerah dan
retiibusi daerak, Pemerintah Kabupaten Mesuji  harus melakukan
kegiatan pemungutan. Kegiitan pemungiutan tersebut merupakan suatu
ranekalan kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak
atiu retnbusi, penentuan besarmya pajak atau retnbusi yang terutang
zainpai kegiatan penagihan pajak a*au racaibusi keparda Wajib Pajak atau
Wanb Retribusi rerta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis

teknolog butir L.C.1.a 1" Laimpiran Peraturan Menter Dalam Negen Nomor
64 Takun 2020

Husil | engelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Prriganggaran larget pendapatan hasil per.gebolaan kekayaan d
dipisahkan yarg tercantum rada Lampiran | Ringkasan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok da1. Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pew.biayaan dalam Rancangan Perawuran Daerah Kabupaten Mesuji
ten‘ang APBD Tahun Anggiran 2021 sebesar Rp2.0E}U.G")D_nDU,UO atau
3.95% dan total pendapatan asli daerah scbesar Rp50.655.425.331.00
terdapat sel'sih sebesar Rn3.789.967.010,00 dengaii vang tercantum
pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnva dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang,
A3 Tabun Anggaran 202

aerah vang

Schubungan dengan hal tersebut, harus

nmenyesuathan  jumlah  Hesil Pengelolaan Kekayvaan Daerah vang
Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran | Ringkasan APBD
yeng Diklasifikasi Menuru® h=lompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Foirbayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran X!l Daftar
Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Dzerah Lainnya.

Pemenntah Kabupaten Mesuj



d

-13-

Selanjutnyn, target oby2k pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal
yvang tercantum pada Lampiran X1 Daftar Penyertnan Modal Daerah dan
Investasi Daernh Lainnya dnlam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

fesuy tentang  APBD  Tahun Anggaran 2021 yaiiu scbesar
R3:2.700.000.000,70

dwngaarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesu)i
entang APBD Tahun Anggaran 2021 Jdengan memperhatikan tingkat
rasionalitas bagian laba atas penyvertaan modal dimaksud dengan jumlah
total penyertaan raodal Pemerintab Kabupaten Mesuji sampai dengan
Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum
1memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah
penyertaan modal Pemenintah Kabupaten Mesuji  serta memperhatikan
perolehan manfaat ckonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam
janpgka waktu tertentu, meliputi:

) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
dividen, bunza dan pertumbuhan nilai Badan Usahka Milik Daerah
yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

2] peningkatan berupn jnsa dan keunturigan bagi hasil investasi
scjuminh tertentu dalam janglia waktu tertentu;

3) peaingkatan penerimaan dacrah dalan jangka waktu tertentu s*bagai
akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka

waktu lertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai ukibat dan investasi
pemerintah daerak:;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 52
Tolun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, schagaimana
m<sud butir 1.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
6+ Tahun 2020.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Fenganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang
s11 dalam Rancangan Peraiuran Duerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.978.625.331,00 atau 43,39% dari
tctal pendapatan asii dacrah sebesar Rp50.655.425.331,00 vang
iuraikan ke dalun obyek pendapatan scbagai berikut:

1! Jasa Giro sebesar Rp4 070.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 31 ayax (4) huruf d Peaturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan butir C.1.n.3).¢) Lampiran Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
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Penerimaan itas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
rp1.500.000.000,00 agar memnedomani Pasal 24 avat (4) dan Pasal
31 ayat (4) kuruf d Peraturan Pemerinteh Nomor ;2 Tahun 2019 dan
butir C.1.a.3).g) Lampitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020

Pendapatan Denda atas Katerlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Rp 3.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31
ayat(4) hurufd Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir

C.1.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020

Peadapatan BLUJD sebesar Rp15.620.375.722.00 agar mempedomani
Feraturan Menteni Calum Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daer:i, 4an butir C.1.a.3).0) Lampiran Peraturan
Mer.teri Dalam Negeri No.nor 64 Tahun 2020.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional IJKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama {FKTP) Rp783.249.609,00 agar
rmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum LCaerah serta butir C.1.a.3).p)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020.

Fendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dan Pendapatan
Trensfer dalam Rancangur, Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tahun Anggaran 2G21 sebesar Rp755.618.957.6583.00 atau 89,74%
dz~ total pendapatan dacrah scbesar Rp841.979.501.607,00 hanva
diuraikan pada jenis pendajatan Trans‘er Penerintah Pusat.

da.

Target pendapatan daerah vang bersumber dari Transfer Pemerintah
Fusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berixut:
1) Dana Perimbangen sebesar Rp6C0.189.150.000,00 atau 71,28%

terhadap tota! pendapatan daerah sebesar Rp841.979.501.607,00,
yang ciuraikan ke calam obyek pendapatan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19.508.874.000,00 telah
sesua: dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam
informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil
Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021
inelalui portal Kemr enterian Reuangan yang dipublikasikan.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp416.681.681 000,00 telah
sesuar dengan :'okasi anggaran yang tercantuin dalam
informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut
Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melzlui portal
Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

c) Dana Transfer Khusus sebesar Fp163.998.595.000,00 telah
sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam
informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut
Provinsi/Kabupaten /kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal

Kementeriar: Keuangan yang dipublikasikan diuraikan ke dalam
obyek pendapatan:

b

—
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a) Dana Alokasi Khusus (DAX) Finik schesar
Rp109.167.3406.000,09.

b) Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Non Fisik  sebesar
Rp54.831.249.000,00.

2) Cana Desa sebesar Rn103.961.138.000,00 telah sesuni dengan
dibandingkan dengan alokasi anggaran yang f(ercantum dalam
\nformasi resmi mergenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah

Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang
dipublikasikan,

Se.anjutnya, pengguninan DBH-CHT scbegaimana buur a.l).c)
diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan
industri, pemhinaan lirgkungan sosial, sosiulisasi dibidang cukai
dan/atau pemberantasan barang kena cukai paisu (cukai illegal)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
cijabarkan dergan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan

dalam butir 1.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020.

Pendupaian Sagi Hasil

Penganggaran targe' Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam
rendapatun Bagi Hasil Pajak sechesar Rp51.4656.699.683,00 agar
berpedoman kepada butir 1.C.1.b 2).a) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2070,

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sanh.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain
pencapatan dacrah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp35.705.0R8.593.00 atau 4,24% terhadap total pendapaian daerah
sebesar Rp841.979,5G1.637.00 yang hanya terdin dari Pendapatan Hibak,
Dana 308 sebesar Rp33.232 850.163,00

3

Dzpa* dianggaikan dalam Rancargan Peraturan Daeral Kabupaten
Mesuji - tentang APBD Tahun Anggaran 2021 seteleh adanya kepastian
Fererimaan  pendoapatan  dimaksud yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengrrargan kewajitan kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I1.C.1.c.1) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

C. Kebijakan Belanja Daciah.

Penycdiaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuiji tentang APBD Tahun Angzaran 2021 sebesar
Rp900.453.101.607,00. Pecnyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi
semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kerabali dan
pengeiuaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakun kewajiban
daerah dalam | (satu) tahun anggaran.
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Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2021 sesuaj kewenangan Pemerintah Daerah,
untuk mendanai pelaksanaai urusan Pemcrintahan Daerah yang menjadi
kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatar daerah serta dalam
rangka pencrapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspck pemerintahan, keschatan, sosial dan

elionomi.

Penyedinan alokasi belanja dasruh Kabupaten Mesuji dalam Rancangan

Peraturan  Daerah tlentang APBD Tahun

Anggaran 2021 sebesar

Rp9G0.453.101.607,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

— e

| Uraian Jumlah (sebesar Rp) |
| BELANJA DAERAE 900.453.101.607,00 |
Belonja Operasi 595.120.856.638,00
" Belanja pegawai 310.304.493.506,00
___Delanja barang dan jasa 268.934.698.230,00
Delanja subsidi .
" Belanja hibah “ _ 13.553.064.902,00

. __Erlanja bantuan sosial

2.328.600.000,00

_E;Iunjr. E‘im ) _ a ]

———

e

139.182.943.112,00 |

24.269.023.350,00

F —Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan

€3.015.857.958,00

: 3clanja modal julan, jaringan dan irgasi

38.795,328.732,00 |

[“elanja modal aset tetaplﬁx_‘nnya_

3.102.733.072,00 |

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

165.149.301.857,00 |

__Selanja bagi hasil pajak daerah

B ——

__2.667.680.000,00

['rlanja bantuan kcuanga_n

162.481.621.857,00 |

Fendanaaa pelaksanaan Urusan Pemerintahan V/ajib terkait Pelayanan

Dasar dalam rangka pemenuhsan Standar Pelayanan Minimal,
sehagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (S) Peraturnn Pemerintah

Nemor 12 Tahun 2009,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Mesuji tentanz APBD Tahun

Anggaran 2021, untuk

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam

Feraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Mirimal, sebagai berikut:

tentang Standar Pelayanan
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a. Bidany Pendidikon

Plokasi  anggaran  untuk belrvgn  bidang  Pendidikan  sebesar
ADY7.415.171.168,00 atau 43,04% dari total belanja Dinas Pendidikan
can Kebudayann sebesr Rp226.320.972.480,00 Alckasi nnggaran
belanja tersebut diurnihan dalam kegintan sebagal berikut

I} Kegiatan Pembangunan Gecung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
sebenar Rp1.046 1:44,800,00;

2) Kegiatan  Pepgelolnan Dana BOP  PAUD  sebesar
Rp4.184.167.700,00:

3) Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
sebesar Rp1.204.869.500,00;

})  Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru PAUD sebesa - Rp3.760.004.000,00;

%) Aegictan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PALID sebesar

Rp25.000.000,00;

f) Kegiatan Pembirarn Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah
Dasar scbesar Rp151 480.000,00;

7) Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar
Rp25.426.692.568,00;

8) Kegatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sckolah/TU Sekolah
Dasar sebesar Rpl .960.709.500,00;

9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Dasar sebesar Rp139.073.500,00;

10) Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Keschatan Sekolah
sebesar sebesar Rp847, 1 17.500,00;

1) Kepiatan Pembanpunan Perpustakaan Sekolah

Dasar
sebhesar Rp315 399.500,09,

12) Kegiatan PemLangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sckolah
Dasar sebesar Rp1 220.101 .500,00

13} Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 3ekulah
Pertama scbesar Rp22.533.237.000,00:

14) Kegiatan Pengadaan M bel Sekolah  Menengah Pertama
sebesar Rp3.622.834.000,00;

15) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rpi95.755 000,00;

16) KegiatanPengelo'aan Dana BOS
sebesar Rp7.877 657.600,00;

Menengah

Sekolah Menengah Pertama
I7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perigelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama sebe=ar Rp?l.lg'!.ODO.DO:

'8; Kegiatan, PemLinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non
forirel/Kssataraan schesar Rp226,691 .200,00;
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19! Kegintan Pengelolaarn Dana BOP Sekolah Ncn formal/Kesetaraan
scbesar Rp1.524,339.000,00;

20) Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan T.cnng,n
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dun Pendidikan
Nonformal/Kesetarann sebesar Rp20.560.450.000,00;

21) Kegiatan  Penatann  Pendistribusian  Pendidik dan Tenaga
Kependidixan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, .da.n
Pendidikan Nonlormal/Kese:araan sebesar Rp519.260.000,00;

Harus dipnontaskan untuk memenult indikator pencapaian SPM
Pendidikan sesuai Jeraturar Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraiuran Menteri Dalany Neperi Nomner 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan 3Standar Pelaysnan [Minimal, dan Peraturan Menten
Pendidikan dan Kebudaycan Nomur 32 Tahun 2018 tentang Standar
‘ekmis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Keschatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Kesehatan  sebesar
?p7 661.891.567,17 atau 6,4% dari total belanja Dinas Kcsehatg::
sebesar Rp119.260.701.589,00 Alckasi anggaran untuk belanja

iersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai
terikut:

'y Regiatan  Rehabilitasi  dan Peineliharaan Rumah  Sakit
sebesar Rp478.414 972,00:

2} Kegiatan P=ngadaan Obat, Vaksin sebesar Rp1.193.429.694,00:

J) Kegiatan  Pengelolaan Pelayanun  Kesehatan  Ibu Hamil
sebesar Rp84.800.000,00;

1) Kegiatan Pengelolaan Pelaynnan Kesehatan by Bersalin
sebesar Rp503.369.000,00:

5) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
sebesar Rp31.000.000,00;

6) Kegiatan Fengelolaan Pelayanan Keschatan Usia Produktif
scbesar Rp59.980.250,00;

7) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan pada Usia Lanjut
sebesar Rp153.659.000,00;

8] Kegiatan Pengelolzan Pelayanan Kesehatan pe

nderita Hipertensi
sebesar Rp25.558.50%,00;

9) Kegiatan Pengeloiann Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus sebesar Rp18.500.500,00;

10) Kegiatan Pengelolaen Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp31.106.500,00;

11)Kegiatan Penpelolaan Pelayanan Kesehatan Orung Terduga
Tuberkulosis sebesar RpIOB.Bdl.DDD,DO;

12) Pengelolaan Pelayanan Keschatan Oran

B dengar. Risiko Terinf; ksi
HIV sebesar Rp20.491.000,00; -
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'3)Pengelolaar.  Pelavanan Keschatan Gizi Masyarakat scbesar
Rp220.000.000,00;

19) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
i'emberdayaan Masyarakat sebesar Rp4,373,469,750,00;

‘S)Pelayanan  dun  Penunjang  Pelayanan BLUD  sebesar
Rp359.271.400,00:

herus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Peruturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

. 3idang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan
Huang scbesar Rp7.317.478.00C,00 atau 9,46 % dari total belanja pada
Piras  Pekejaan  Umnm  sebesar  Rp77.347.197.615,09  Alokasi
anggaran untvk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan
dengan kode rekening scbagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum  (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  sebesar
Rp4.855.211.000,00;

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daer.h Kabu paten/Kota sebesar
Rp2.462.267.000,00;

harus diprioritaskan u«tuk memenuhi indikator pencepaian SPM
Pekerjaan Unium sesuai Peratiiran Pem~rintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor 100 Tahun 2018, dan
Peraturan Menteri Pekerjnan Umura dan Perumahan Raliyat Nomor 29
Tanun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pckerizan Umam dan Yerumahan Rakvat.

. Bioang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belania Bidang Perumahan Rakyat
sebesar Rp295.551.000,00 atau 11.40% dari total belanja pada OPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar
Rp2.592.791.937,00 Alokasi anggarun untuk belanja tersebut
divraikan dalam kegiatan dengun kode rekening sebagai berikut:

I) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak huni Bagi
Korban Bencana Xa%/kota sebesar Rp60.000.000,00:

2} Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang lavak Huni Bagi

Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ssbesar Rp235.351.000,00;
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narus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan  Rakvat dan Kawasan Pemukiman  sesusi maksud
Ceruturan Pemormtah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menten D:{l;:ﬂl
Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Jinum dan Ferumahan Rakyat Notnor 29 Tahun 2018,

Bidang Ketentrtaman, Ketertiban Umum dan Linmas

Alokasi anggaran unwk belanja SPM Bidang Ketentraman, Kctcm’ba.n
Umum dan Lir.mas sebesar Rp711.189.650 atau 6% dari total belanja
OPD Satuan Polisi Pamong Praja, OPD Badan Penanggulangan
biencana Daeruh dan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik schesar
Rp11.639.705.570,00 Alokasi anggaran untuk belanja tersebut
diuraikan dalam kegiatan dengan Fode rekening sebagai berikut:

!) Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum melalui Detek:si Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penmvuluhen, Pelaksaraan Patroli, Pengamznan, dan Pengawalan
sehesar Rol 19.044%.000,00,

2

—

Kegiatan Penindakan  atas Gangguan  Ketenteraman  dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perds dan FPerkada melalu

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
sebesar Rp47.993.000,00;

3

Kegiatan Pemberdayaar, Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp117.877.000,00;

Kegiatan Peningkaten Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan

Tugas yang Bernuansa Hak Asasi  Manusia sebesar
Rp96.715.000,00:

4

9) Kerjasama antar Lenbaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencepahan
dan Penanganan Gargguan Ketemraman dan Retertiban

Umum
sebesar Rn41.143.500:

0) Sosialisasi Pencgakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walj
Kota sebesar Rp52.620.500;

7} Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Felaksanaan Peraturan
Laerah dan Peraturen Bupati/Wali Kota sebesar Rp52.574.000,00;

8) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota sebesar Rp105.885.000,00;

9) Pencegahan Kebakaran  dalam Daerah

Kabupaten/Kota
sebesar Rp44.129.150:

10) PFemadaman  dan Fengendalian  Kebakaran dalam  Daerah
Kabupaten /Kotu sebesar Rp33.203.500:
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harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator capaian SPM Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabnpaten serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Peleyanan Dasar Pada Standar Pelavanan Minimal Sub
Lrusan Kebakaran Daerah Kabupater: /Kota.

. BRiding Sosial

Aokasi  anggaran  untuk  belanjia SPV  Sosial ncbcsfxr
Rp1.281 643.500,00 atau 27,21% dari total belanja OPC Dinas Sosial
scbesar Rp4.710.367.233,00 yang diuraikan sebagui berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Alat Bantu scbesar Rp100.034.000,00;

2) Kegiatan  Penjangkauan Anak Anak Terlantar sebesar
RrRp641.774.000,00;

3) K=giatan Pemberian Bimbingan Sosial Kcpada Keluarga
Peryandang Disabilitas Terlentar Anak Terlantar Lanjut Usia
“erlantar  Serta  Gelandangan Pengemis dan  Masyarakat
sebesar Rp21.718.000,00 ;

'} Kegiatan Fasilitasi Pem-langan Warga Negara Migran  Korban
Tindak Kekerasan dan titik Debarkasi di Daereh Kabupaten/Kota
uatuk dipulangkan ke

Desa/Kelurahan Asal sebesar Rp31.908.000,00;

5) Kegatan Penyediaan Makanan sebesar Rp98.895.000,00;

6) Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan terpadu
sebesar RpS5.106.000,00;

7) Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana sebesar Rp137.088.000.

harus diprioritaskan untuk memcnuhi indikator pencapaian SPM
Sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tayun 2018, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri
Susial Nomor 9 Tahur: 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Miniinal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten,

2. D kungan Alokasi Angga~an Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentan: APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap
Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021, pricritas nasiona! Tahiun Anggaran 2021 meliputi:
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e. Memperkuat Ketaharan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rarcangan
Peraturan Daeran Kabupaten Mesuji tertang APSD Tahun Anggamln
<021 scbesar Pp32.660.777.720,00 atuu 3,88 % dari total belanja
<aeral. dalam Rancungan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan
ckonomi pasca pandemi COVIL- i 9, pembangunan ekonomi tahun 29?1
yang diprioritaskan pada penguatan ketahianan ckonomi dcngan_ titik
berat pada pembuka.n lapengan kerja padat karya, penguatan sistemn
pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan Fnduatn
dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ckonomi kreatif, serta
peningkatan investasi.

Pada tanun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat  ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vang
verl:uelitas dan berkeadi'an adalah sebagai berikut:

Il Meningkatnya deva dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang brkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perckonomian.

Selain itu. sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian

sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP)

yaitu sebagar berikut:

l) Pemenuhan  Kcbutuhan  Energi dengan  Mengutamakan
Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EETY (PP1), dianggarkan

dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00;

2) Peningkatan kuanttas/keltahanan air untuk mendukung
per.umbuhan ekorori (PP2), dianggarkan  dalam rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentanz APBD Tahun
Anggaran 021 sebesar Fp2.472.238.425,00;

3! Peningkatan ketecsediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
\PP3), dianggarken dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Mesuji tentang  APBD  Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp6.779.140.600.00:

4) Peningkatan per.ge'olaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
(PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerak Kabupaten

Mesuji  tentang  APBD  Tahun Anggaran 2021  sebesar
Rp2.373.219.000,00;

9) Penguatan kewiraveahaan. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM;
dar koperasi (PPS), dianggarkan dalam rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Mesuji tentany APBD Tahun Anggaran 202]
sebesar Rp1.899.136.120,00:

6) Peningkatan nilai tarabah, lapangan kerja, den investasi di sektor
riil, dan industrialisasi (PPs), dianggarkan da'am rancangan

Peraturan Daerah kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp5.972.822.000,00;
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7) Peningkatan ckapsr bemilai tambah lingyi dan penguatan Tingkat
“andungan Dalain Negeri (PP7), dianggarkan dalam rancangan

Peraturan  Daerah KaLupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 scbesar RpO;

5) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ckonomi fPF'BI.I
dianggarkan dalam raacangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuyi
tentang APBD Tahun Anegaran 2021 sebesar Rp0.

Peinerintah Kabupaten Mesuji w.gar menganggarkan program prioritas
vang mendukung prioritas  pembangunan nasional, Memperkuat
Ketzhanan  Fkonouni untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkcadilan (PN1) Tahun Anggaran 2021, sesuai ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 202C tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020.

. Mengembargkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji lentang APBC Tahun Anggaran 2021
schesar Rp49.736.278.0%2 atau 5,5% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Pecaturan Dr erah Kabupater: Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan
dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan  keunggulan  kompetitif wilayah, dan sekaligus
raeningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran
pengembangan wilavah Kabupaten Mesuji pada periode 202C-2024
adalah menurunnya kesenjangan artarwilayah dan tetap menjaga
momentum pertumbuhzn.

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam tujuh PP, scbagai
berikut:

1. Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)
Pembangunan Wilayah Jawa-Bali (PP2)
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tengpara (PP3)

N

5. Pembanguran Wilay: h Yaliman:an (PP4)
2. Perabangunan Wilavan Sulawesi (PP5)

6. Pembangunan Wilavah Ma'uku (PPG)

7. Pembangunan Wilay:' Papua (PP7),

“emerintah  Kabupaten Mesuji mengalokasikan anggaran terkait
percapaian sasaran PN2  dalam Program Prioritas 1 (PP1),
Perabangunan Wilayah Sumatera, yaitu:

:. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigas: yang iuasnya dibawah 1000Ha dalam
1(Satu) Dazrah Kabupaten sebesar Rp8.566.326.125,00;

2 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
«rhubung langsung dengan sungai dalam daerah sebesar

Ro106.820 000,00:

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
Rp39.765.872.957,00:

[ ]

Kabupalen scbesar
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4. Kegiaton Kooniinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Taa Puang
Daerah Kabupaten sehesar Kpl.091.426.500,00,

%. Kegiatan Koordinasi (an Sinkronisusi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten sebesar Rp205.832.500,00;

. Veningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Sning (PN3). dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang AFBD Tahun Anggeran 2021 secbesar
Rpi60.601.589.347,00 atau 17.8 % dari total belanja daerah dalam
Rancangan Perutusan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBP Tflhun
Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem
keschatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang
me.-upakan penekanaa dalam percepatan pemulihan pcrnbanguna-n
Masca  pandemi COVID-19 dalam upuya mewujudkan manusia
Indonesia yang berkualitas ar. berdaya saing.

Dalam rangxka pernulihan dampa' pancemi COViD-19, sasaran yang
akar: dicapai untuk ineningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
pada tahun 2021, yuitu sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertuinbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola
kependudukan;

2) Meningkatnya perlindungan sosial hagi seluruh penduduk;
3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan da: pendidikan;
4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian 1su strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, vaitu:

1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang APBD Tabun Anggaran 2021 sebesar Rp1.672.771.500,00
dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan.

?) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuiji tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 scbesar Rp1.838.256.000,00 dalam
rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam
menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.

3) Feningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3),
dianggarkan dalam rancangar. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
teniang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp59.563.553.179,00
dalam rangka meningkatkan pelayanan keseha‘an menuju cakupan
kesehatan semest: dengan melakukan reformasi sistemn kesehatan.

#) Peningkatan Pemer:utaan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4),

dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.318.664.168.00
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5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda [PPSJ...
dinnggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang APBDL Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp188.344.500,00
dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan
dari berbagni tindak kekerasan, pemberdayanan perernpuan, sera
partisipasi  pemuda  dalam kegiatan scsial  kemasyarahatan,
organisasi, dan berwirausahaan,

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dinnggarkan dalam rancangan
Peratuvan  Daerah  Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp0O dalam rangka memperluas akses aset
produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

*) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan
dalam rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tuhun Aaggaran 2021 sebesar Rp1.080.195.000,00 dalam
rangka meningkatken produktivitas dan daya saing.

- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan

dainm rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebezar Rp7.973.919.000,00 atau 0.9% dari
total belanja daerah dalum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang APBD Tihun Anggaran 2021, yang digunakan untuk
pemul’han pembangunan pasca pandemi COVID-19 yang menjadi
momentum  penguctan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi
mental untuk mewujudkan 'nconesin melayani, bersih. tertib, mandiri,
dar. bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta
Serguatan sistem sosial keluarga dan masyarzkat.

Fada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental darp pembangunan kebudayaan yaitu
scbagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayzan untuk meningkatkan peran
kebudayaan da'am pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat;

S) Meningkatnya ketahanan kelu
bangsa;

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengatahuan, inoy atif, dan kreatif,

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

1) Revolusi Menta! dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebegar Rp7.602.754.500,00:;

arga untuk memperkukuh karakter
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2) Meningkatkun  Pemajuan dan  Felestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat FKarakter dan Memperteguh  Jati Diri  Bangsa,
Meningkatkan Kesejaateraan Ralozat, dan Mempengaruhi Arah
Perkzmbangan  Perndaban  Dunia (PP2), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp255.163.000,00;

J) Memperkuat Modernsi Beingama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Ketukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.346.000,00; dan

4) Peningketan Buday:. Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP-I!.
dianggarkun dalam raacangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuj;
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.655.500,00

. Memperkvat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar (PNS), dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp£9.066.619.937,00 atau 9.9 % dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tehun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infr
astruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem
«esehatan nasional melalui pembangunan sarana keschatan
masyarakat dan peningkatun penyediaan pelayanan dasar seperti
p:nyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan
pennukiman. Pembengunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan
yang mendukung pemulihan ekonomi nasional rascapandemi COVID-
'9 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yar.g mendukung
scktor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang
penirgkatan ir vestasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatrya penyediaan infrastrukrur layanan desar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukurg kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatiaya layanan irfrastrukiur perkotaan;

41 Meningkatnya layanan energi dan ketcnagalisu-jkan;

3) Meningkatnya layanan infrestruktur TIK.

Strategi penyeleszian isu ftrategis dan pencapaian sasaran PN5

dilakukan melalui lirna PF, yaitu:

) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun

Anggaran 2021 senssar Rp43.097.653.000,00 dalam rangka

meningkatkan  akses fnasyarakat terhadap perumahan can
permukiman layak, aman dan terjangkau.

%) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun

Anggaran 2021 scbesar Rp40.480.564.957.00 dalam rangka
meningkatkan konektivitay wilayah,
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5) Infrastruktur Perkotnan (PP3), dianggarkan dnlam rancangan
Peraturan Dacrah  Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Kp0 dalam rangka meningiatkan layanan
infrastruktur perkotaan,

41 Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan  Daerah  Kabupater. Mesuji tentang APBD Tahun
Angearan 2021 sebesar  Rp+.045.525.350,00 dalam  rangka
meaingkatkan akses den pasokan energi dan tenaga Listrik yang
meratu, andal, dan efisien.

5

—_—

Transformasi Digital (I'PS), dianggarken dalam rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021
uebesar  Rpl.942.076.650,00 dalam rangka .'ncningkatkar.}
pembaagunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi
sekror informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

dan Perubahan Iklim (PNG), dianggurkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp5.731.953.468,00 atau 0.7% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021, yang diarabkan untuk meningkatkar ketahanan
masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik herat
perbaikzn kualitas lingkungan hidup dilckukan melalui penanganan
limbah B3 medis den Penanganan sampah. Peningkatan ketahanan
bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana
nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko
bencana serta periingkatarn, kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tshun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkar, ketahanan bencana,
dar perubuhan iklirn yaitu scbagai berikut:

!) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Sahaya lklim;

3] Meringkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) lerbadap baseline.

Selain itu, schage’ stratrgi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PNG) terdiri da:i tiga PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam
rancengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.586.770.855,00 dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas ajr laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan lklim (PP2), dianggarkan

dalam ranzangan Feraturan Daerah Kabupaten Mesuiji tentang
APBD Tahun Anggeran 2021 scbesar Rp77.727.500,00 dalam
rangka berkurangny: potznsi kehilangan PDB akibat dampak
dencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan

penyampaian  infoimasi peringatan dini  bencana kepada
masyarzkat,
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J) Pembangur.an Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan  Duec:ah  Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 seberar Rp0 dalam rangka meningkatkan capaian
renurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan,
limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.

. “emperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan

Trunsformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan
Pcraturan Dacrah Kabupaten Mesuji APBD Tahun Anggaran 2021
scbesar Rp12.997.899.763,00 atau 1,4% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021, vang digunakan dalam rangka penguatan
aspek ketahanun Jdan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan
(goed governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan
dar pandemi TOVID-19, me'alui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek
fenegakan hukum diulam memutus mata rantai penyebaran COVID-19
Wlukukan dengan pencrapan vang tegas sehingga stabilitas politik
nasional dapat tetap terjaga

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwajudkan dalam rangka
Jemperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelavanan
publik (PN7) yaitu sebage1 berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi
dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kektijakan Luar Negeni;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

1} Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata
helola;

5y Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

i) Konsolidasi Demckrasi (PPI1), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerch Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 selesar Rp287.363.402,00 dalam rangka
mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan
partisipatif.

Optimnalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD

Tahun Anggaran 2021 sehesar Rp0 dalam rangka meningkatkan
“fektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.

2

—

3) Penegakan Hukum Wasional (PP3), dianggarkan dalam rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 scbesar Rp808.273.790,00 dalam rangka

meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses
terhadap keadilan.
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4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daeruh Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 scbesar Rp262.557.000,00 dalam rangka
meningkatkan Kualitu3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi
Femerintah.

S) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PPS5), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggarar, 2021 sebesar Rp11.639.705.571,00 dnlam rangka
menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangar Peraturan Dacrah Kabupaten
Meruji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten
Mesuji telan mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
P-oritns Pembangunan Nasional Tahun 2021tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tape! 3
Alokasi Anggaren untuk Sinkionisasi Kebijaken
Fenicrintah Kabupaten Mesuji dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2021
u o o T ~ | Rasio |
' Terhada |
oritas N q APDD021 P
No Priorilas Nazony Belanjn
| ! (scbesar Rp) Daerah
| A
Memperkuat Ketuwhanan Ekonomi o |
1. | Untuk MNertumbuhan rang 1®p32.660.777.720,00 | 3,9%
| Berkualitas dan Berkeadilan
T Mengembangkan Wikgah Untuk | _-|
2. Mengumngi Kesonjangan Dy Rp49.736.27R.052,00 5.5%
Menjamin Pemerntann
- L S S
' Meningkatkan Sumber Dava Manusia O 27 or |
| v'ang Berkualitas Dan Berda  Saing ®p1060.601.589.347,00 17,8% |
| 4 | Revolusi Mental Rp7.973.919.000,00 09% |
| | Momperkunt Infrastruktur Untuk | ]
|
3 | Mendukung Pengembangn Rp89.066.619.957,00 | 99%
I_ Ekonomi dan Pelayanan Dasar
— - |
Membangun Lingkungan Hidup, I
I 6. | Mening<atkan Ketahanan encana Rp5.731.953.468,00 I 0,7%
l dan Perubahan [klim [ I
| Memperkuat Stabilitas ) | '
|
7. | Polhukhankam can Rp12.997.899.763,00 1,4% |
Transformasi I'dlayanan Publik i
"Jumlah Alokasi Angg,iran dalen APBD Rp358.769.037.389,00 40,1% i
- — i !
Total Belanja Dacreh Rp900.479.501.607,00 ]
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Alokasi anggaran scbagaimnana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangxa mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji pada tahun 2021 sesuai
maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

a. “ulihnya pertumbuhan ckonomi wilavah Kabupaten Mesuji sebesar
4,5%s.d 5,5 %;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
sebesar 9,2-9,7%: serta

Meningliatnya  kesempatan  kerja, dengan menurunkan tingkat
penzangguran terbuka sebesar 7,5% s.d 8,2% .

O

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali Kabupaten Mesuji (rebound) kondisi sosial ckonomi masyarakat
szwelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan
bersama pemerintah dacrah

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Mesuji
Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten
Mesuji sebesar 65,43%.

Seinnjutnya pemerintah Kabupaten Mesuji harus mensinkronisasikan
sataran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna

mendnkung pencapaian Visi dan M:si Presiden dan Wakil Presiden melalui
S5 (1ima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Fembangunen Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
p2kerja keras yang dinamis, produktif, terampil, meaguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
‘neinpermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
bzru, dan mempercepat peningkatan nilai tarmbah perekonomian
rakyat;

C. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Orinibus Law, terutama inenerbitkan 2 (dua)
Undang-Undang yaitu l'ndang-Undang mengenai Cipta Lapangan
Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM:;

d. Penyederhanaan Birckrasi, memprioritaskan  investasi untuk

perciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari

ketergantungan SDA menjadi daya saing manufal:tur dan Jasa modern

vang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi sel'iriih rakyat Indonesia.

- Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji

lextang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas
Pemierintah Kabupaten Mes 1ji Tahun Anggaran 2021.
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Nu'nm Rarcangan Peroturan Daerch tentang APBD Tahun Anggaran
2021, Pemerintah Darrah Kahupaten Mesuji telah mengalokasikan
anggaran belanja daernh beidanarkan prioritas daerah taliun 2021 yang
diurcikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Aloknsi Anggaran Pemerintah Kobupaten Mesuji berdasarkan Prioritas
Daerah Tahun 2021

I"_'_F

: No.

Priontas Dacrah

| Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal
Urusan 'Vajib Pelayaran
Dasar.

Total Anggaran
dalam APBD
(sebesar Rp)

Rasio
terhadap
Belanja
Daerah

(4

Rp144.414.520.868,00

16%

Peningkawan
Infrastruktur Daerah
yang Berkelanjutan

Rp88.402.]150.082,00

9,8% |

Pemi}angunun
perckonomian
masyarakat melalui
pemberdayaan
masyarakat yang
bertumpu pada
peningkatan procuksi
' pertaniarn,
xewirausahaan serta
Nilai Tambah dalam
rangka pengentasan
| kemisxinan.

Rp28.143.778.563,00 |

3,1%

=

| Pembangurian Sumber
daya manusia untuk
penguatan pendidikan
berbasis keterampilan
dan vokasi.

Rp187.684.440.647,00

_ 'ﬁningkals‘r:'l(ualitas _

Pelayanan Publik dan

I'1ata Kelola

Pemerirtahan
Jumlah Alokasi !

Angparan dalam APBD |

Rp255.927.989.323,00

20,8%

- 28,4%

Rp704.572.879.483 ,00

78,1%
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. Penenganan  pandemi  Covip.19 ‘lan menphadapi  ancaman yang
merbahaynkan  perekonominn  daernh dalam Rancangan Peraturan
Dac ah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021,

Pemerintah Kabupaten Mesuji menetapkan kebijakan keunngan daerah
dolam rangka penanganan pandem! COVID-19 dan menghadapl ancaman
yarg raembahayaknn perekoromian duernn. Kebijakan keuungan daerah,
untuk melakukan penputamaan penpgunaan alokasi anggaran Kegiatan
terientu (refocusing), perubahar alokasi, dan penggunaan dalam APBD,
seLag.amana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tehun 2020 Tentang Kebijakan Kcuangan Negara dan
S*ahilitas Sistem Keuangan Untuk Penanzanan Pandenii Corona Virus
Discase 2019 (COVID- 19) can/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keunngan daerah dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang
membahayakan perelionomien daerah tersebut, Peme-intah Kabupaten
Mesuji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
AFBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran
pendapatar. dacrah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang
dipriortaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b penangaran dampal: ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha
Gaerah masing-masing tetap hidup; dan

€. penyediaan jaring penganian sosial/ social safety net;

sed2gaimana diamanatkan dalam Peraturan Mentenri Dalam Negeri Nomor
3¢ Takun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

Untuk Kegiatan Tertentu, Pcrubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendaoatan dan Belanja Dacrah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai peranganan pandemi
COYID-19 vaita sebesar Rp8.620.470.000,00 antara lain diuraikan
srb’ug.i.i berikut:

a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan can hal lain terkait
keschatan scbesar Rp7.098.826.500,00 tercanturn pada Program
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam
Kepiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi ( PBF) Cabang
dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas KResehatan;

b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama
menjaga agar dunia usaha Jdacrah masing-masing tetap hidup sebesar
Rp240.000.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha
Mikri  (UMKM) scbesar Rp120.000.000,00 dalam kegiatan
Pemterdayaan usaha mikro yang dilakukan nielalui pendataan,

kemitraan, kemudahan perizinzn, penguatan xelembagaan dan
l:oordinasi dengan para pemangku kepentingan;
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2) Prograra Penizinan Usaha Pertanian sebesar Rp120.000.000,00
dalam kegiatan Penerbitan lzin Usaha Pertanian yang kegiatan
usahanya dalam dacrah Kabupaen/Kota.

J) Alolasi angparan untuk penyediean jaring pengaman sosial/social
stifety net sebesar Rp1.281 643.500,00 yang diuraikan sebagai berikut:

8) Program Rehabilitasi Sosial scbesar Rp100.034.000,00 dalam
kegiatan Penyediaan Alat Bantu;

b) Frogram  Perlindunpan dan Jaminan  Sosial  sebesar
Rp615.374.000,00 dularmy kegiatan Penjangkauan Anak-Anak
Terlantar;

¢) Program Rehabilitasi Scsial sebeser Rp21.718.000,00 dalam

kegiatan pemberian biimbingan snsial kepada keluarga penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta

gelendangan pengemis dan masyarakat;
d) Program Program Penziuganar Werga Negara Mig-an Korban Tindak

kekerasan sebesar Rp31.908.000,00 dalam kegiatan Fasilitusi
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari

titik Debarkasi di Dacrah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal;

¢) Program Penanganan Bencana sebcsar Rp98.895.000,00 dalam
kegiatan Penyediaan Makanan;

1) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp55.106 000,00 dalam
kegiatan Femberian '.ayanan Rujukan terpadu ;

k) Program Penanganan Bencana sebesar Rp!37.088.000,00 dalam
kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 aengan mempadomani Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam
pern zgunaan anggarun dimaksud.

10. Fendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
M~suji tentang APBD Tabun Anggaran 2021, yang besarannya telah
di‘etapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehaga berikut:

4. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan
Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar
Rp222.162.442.846,00 atau 24,7% dari total belanja daerah sebesar
Rp200.479.501.607,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan
uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:
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Tabel 5
Alokasi Fungai Pendidikan
“No T Korpenen Perhitunpnn | Juinlah (sebesar Rp)
[0 Bunji pada Dina Pendidikan | RpZ22.162 492.696,00
1) Belanja ope:asi Rp207.210.435.899,00 |
| a) Belanja PMegawai Rp!34.459.033.578.00;
b) Belanjn Barung dan Jusa |  Rp68.102.306.321,00 |
! ¢) Belanja Hibah RpS.071.100.000,00
dj Delanja Bantuan Sozial RpO
2) Belanja Modal Rp14.952.006.947,00 {
b. Belanja di Luar Dinas RpO
Pendidikan yang menunjang

Pendidikan, antara lain: |

| 1) Belanja Tiansfer v

I' Belanja Bantuan Keuangan RpO
| 2. | Anggoran Fungsi Pendidikan (a+b) Rp222.162.442.846 |
. 3. | Total Belanja Dacrah Rp900.479.501.607 |
- ‘). | Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 24,7%
| 100% -

‘clah memeau™i alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20‘;&
dua puluh persen) dari total b elanja daerah sesuai amanat dalam
Pazal 49 ayat (1) Undang-Undarg Nomor 20 Tuhun 2003 tentang
fistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir l.E.1Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2020.

ntuk itu, Pemerin.ah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan
fecara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran
fungsi pendidikan sckurang-kurar.gnya 20% (dua puluh persen) dari
total helanja daerah yang Aarahkan Penggunaannya untuk
pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Anggaren untuk fungw pendidikan terschut diatas, dialokasikan
untuk:

[) Program pada Dinas Pendidikan dan Yebudayaan sebesar
Rpsebesar Rp222.162.442.846,00 atau 100% dari total anggaran

untuk fungsi pendidikan sebesar Rp222.162 442.846,00 antara lain
diuraikan dalam-

a) Program, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota sebesar Rp124.823.778.578,00:

b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp76.258.954.168,00.
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| 1) Belanja Opzrasi
| a) Belanja Pegawai

-35.

¢’ Program Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar
Rp21.079.710.600,00:;

Dalam program tersebut, 'elah dialokasikan ke dalam rincian obyek
beianja  modal pembangunan sarana pendidikan sch-cml:
Rp36.190.908.300,00 atau 16,3% dari total anggaran untuk fungsi
Pendidikan.

2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp0O
atau 0% dari total angnaran untuk iungsi pendidikan.

3) Belanja Bantuan Hibah dan Bantuen Sosial sebesar Rp0 atau 0%
Jdari total anggaian untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penctapan leseran standar satuan harga untuk lcnnga.
pei.didik meinpedomani upah minimum yang ditetapkar. oleh Bupati
sebagaimana maksud Peraturan Pemenntah Nomor 78 Tahun 2015
ientang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, progam dan kegiatan pada angka 1) tersebut
diatas selain untuk mencapai indikator SPM Juga diarahkan untuk
memenubhi kriteria minimal perdidikan sebagaimana maksud Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasicnal
Fendidikan, meliputi:

') standar isi;

2) standar proses;

3) standar kompet=nsi lulusan;

) stangar pendidik dan tenaga kependidikan;
S) standar sarana dan prasarana;

9) standar pengelclaar;

7) standar pembiayaanr; dan

8) standar penilaian pendidikan.

©0. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang APBD ‘lahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar
Rp134.840.210.104,34 atau 22,2% dari total belanja daerah di luar gaji
sebesar Rp607.249 892.887,82 dalam Rancangan Peraturun Daerah

Kabupaten Mesuji ten.ang APBD Tahun Arggaran 2021, dengan
tiraian perhitungan Tabel 6 benkut:

Tabei 6
Alokasi Anggaran Kesehatan
| No Kompuneﬁcrhitungan Jumlah (sebesar Rp) |

| 1 |a. Belanja pada Dinas Kesehatan Rp134.840.310.104,00

Rp104.384.470.924,00

Rp40.371 -.998.855,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp49.069.155.364,00

—_—
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" No Komponen Perhitungan Jumlah (scbesar Rp)
¢) Belanja Hisah Rp200.000.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rpv
1) Belan:u Modal Rp30.455.839.180,00
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b. Belanja di Luar Dinas Keschatan | RpO
_ yang menunjang Keschatan,
' antara lain;

1) Belanja Transfer
Belanja Bantuan Keuangan Rp0O

2. | Anggaran Fungsi Kesehaten (a+bj Rp134.840.310.104,00

| 3 |Total Belanja Daerah Rp900.479.501.607,00 |

| 4. [ Gaji ASN o | Rp293.229.607.719,00
5. | Total Belanja Daerah di Luar Gaji | Rp607.249.893.887,00 |

ASN (3-4) ]

Risio Angzaran I-:é:;c-lamn (2:5) x ?272"’.. :
100%% ] J

— —

————,e

(clah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sckurang-kurangnya
vebesar 10% (sepuluh persen) dar total belanja daerah di luar RAaji,
resuai amanat Pasal 17] ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir 1.E.2 Lampiran
Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor €4 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan
Secara terus menerus dan konsisten me ngalokasikan anggaran untuk
keschatan sckurang-kurangnya sebesar 10% (scpuluh persen) dari
tal belanja daerah di juar gaji, yang diarahkan penggunaaniya
untuk pencapaian indik:.tor SPM Keschatan di Kabupaten Mesuji.

Alokasi untux anggarar keschatan tersebut diatas, dialokasikan
untuk:

Program pada Dinzs Kesehatan sebesar Rp134.840.310.104,00 atau

100 % dari totzl anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar
Rp134.840.310.104,00 antara lain diuraikan dalam:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota sebesar Rp64.661.40€.925,00 atau 48%dari total
anggaran kesehatan:

(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat sebesar Rp59.083.446 179,00 atau 44 %
dan total anggaran kesehatan:

(3) Program Peningkatai Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

sehesar Rp#80.107.000,00 atay 0.3% cari total

anggaran
kesehatan;
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(4) Program Sediann Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

scbesar Rp186.651.500,00 atau 0,1% dari total anggaran
kesehatan;

(S) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar
Rp10.428.698.500,00 atau 7,6% dari total anggaran keschatan;

c. Alolasi Anggaran Urtuk Infrastruktur yang berusal dari Dana Transfer
Umum,

Panggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang
barsifat umum, harus disrahkan penggunaannya paling sedikit 25%
(dun puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan
ckonomi daerah vang terkair dengan percepatan penyvediaan sarana
dan  prasarena layanan  publik dan ekonomi dalam rangka
meringkatkan kesempitan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyedinan layanan nublik antar daerah
iernnasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan
vang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan, scruai amanat butir I.LE.3Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam Tabel 7
dan Tabel 8 sebagn benkut:

Tabel 7
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum
No o fi?n_mm T Jumlah aaam RAIGD 2021 I “Jumtah Jalam Portal |
Perkitungan ' Kemenkeu |
T e
|
| Nina Transfer
Umum

a) DAU I Rprt 16.681.681.000,00 | Fp416.681.681.000,00 |
|y pen J Rn51.466.699.683,00 | Rp51.468.699.683.00 |
! Jumlah Rp436,190.555.000,00 R1436.190.555.000,00 !
| fenerimaun |
| 2. [Pengurang [t —— B
'a) DAU ' RpO RpO |

] ! Tambahan
bl LBH vang | Rp13.128.513.570,00 Rp13.138.513.570,00
Lersilfat '
earmearkedd | | [
¢} ADD f Rp57.183.482. 857,00 RpS7.183 483.857,00 '
Jumlah Rp70.321,997.427,00 Rp70.321.997.427,00 |
Pengurang |
Jumiah Dana  Rp397.823282.25¢,00| Rpam.iiz_a.zéz.zsﬁ.'_!

Transler Umum

yang
diperhitunghkan
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Tabel 8
Perhitungan Belunja Infrastruktur Daerah

™o Komponen Fe hitungan _— Juth. _____
I. [a) Delanja Modal o Rp139.182.943.112,00
I} Tanah RpO |

i 2) Peralatan dan Mesin Rp34.209.023.350,00
i 3] Bangunan du: Gedung Rp63.015.857.958,00
i 4) Jalan, jaringan dan irigesi Rp38.795.328.732,00
| 5) Aset tetap lainnya Rp3.102.733.072,00
| 6) Ascl lainnya Rp0
I b} Belanja pemeliharaan Rp0
j_zf a) Belarja Hibah Rp13.553.064.902,00
b) Belanja Santuan Sosinl Rp2.328.600.000,00

( ¢/ Belanja Bantuan Keuangan Untuk RpO

[ Infrastruktur

_1‘ Jumlah Belanja Infrastiuktur Gacrah {1+2) Rp294.247.551.126,00 |
| Persentase Belanja Infrastruktor terhadap 39,9% |

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya
Bersifat Umum dalam RAPBD 2021

5
]
]
f
l Persentase Belanja Iafrastruktur terhadap 39,9%

Transfer ke Dacrah yang Penggunaannya
Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu

L]

Telah memenuni alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang
12 Tzhun 2018 tentang Anggaran Perdapatan dan Belanja Negara dan
butir LE.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan
aiokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh
!ima persen) dari Dana Transfer Umumn,

. Penyediaan Arggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Tahun Anggaran 20?1 dialokasikan scbesar Rp83.346.000,00 atay
(1,C001% cari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja
hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemerintah
Kabupater Mesuji agar melaksanakan amanat Peraturan Bersama
Menteri Againa dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Dacrah/Wakil Kepala Daerah Dalem Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumuh Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Momor 903/117/8j tanggal 12 Janvari 2017 tentang Pendanaan
FDIUI‘I?I Kerukunan Unat Beragama dalam Anggaran Fendapatan
3:lanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup

Inemadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama
di Kabupaten Mesuji.
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Untuk itu, Pem=rintah Kabupaten Mesuji agar meningkatkan alokaai
anggaran guna mendukur.g Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umal Beragama, Pemberdayaan
forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara

Femerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badzan Pengembangan
fumber Daya Manusia Daerah sebegar Rp21.747.849.523,00 atau
,42% dari 1otal belanja daerah Jalam Rancangan Peraturan Dacra.h
Kabupalen Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain
lercantum pada:

1) Kegiatan Perercanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah scbesar Rp17.735.500,00;

2!} Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah sebesar
Rp14.875.527.523,00;

3) Kegiatan Administrasi Kepsgawaian Peranglat Daerah sebesar
Rp143.907.500,00;

! Kegiatan Administ-asi  Umum Perangkat Daerah sebesar
Rp506.949.700,00;

) Kegiatan Penyediaan .iasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
scbesar RpS85 633.0¢ 2,00;

6) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
ASN sebezar Rp1.039, 166.000,00;

7) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesur Rp583.350.400,00;
8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
Rp386.000.650,00:

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi
Rp333.492.000,01.

10) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Manajenal dan Fungsional sebesar Rp2.976.082.250,00.

Penyediaan anggaran tahun anggaran 2021 sudah memenuhij alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan komyetens; penyelenggara Pemerintah Daerah, paling
secikit 0,16% (nol koma >nam belas pe-sen) dari total belanja daerah,
sehagaimana ditegaskan daium  butir 1.E.44 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah
mempertahankan anggaran untuk pe
dimaksud paling sedikit 0,16%

sebesar

Kinerja  Aparatur sebesar

Kabupaten Mesuji harus tetap
ndidikan dan pelatihan bagi ASN

(nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah Jalam Rancangan Peraturan Daereh Kabupaten Mesuji
tentang  APBD  Tahun

Rpi.440.767.202,57 atau  terdapat  selisih -chih sebesar
Rpl.455.472 547,43,
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Alokasi Angguran untul: Pengawasan

Jumlah alokasi anggarar delam rangka penguatan Pembinaan dan
fengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mesuji sebesar
Rp7.310.629.224.0C atan 0,30 dari tota) belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Dierah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Perecanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah selesar Rp29.210.000,00;

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah sebesar
Rp4.517.973.224,00;

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah sebesar
Rp94.894.000,00,00

l) Kegiatan  Administresi  Umum  Perangkat Daerah  sebesar
I'p354.315.000,00,00;

o regiatan Penyediann Jase Penunjang Urusan Perrerintahan Daerah
sebesar Rp342 141.500,00;

€) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Dae.ah Penunjang Urusan
Pemerintatan Daerah scbesar Rp224.490.000,00.

7) Kegiatan  Penyelerpsarman Pengawnasan  Interna!  sebesar
Rp436.679.500,00:

8) Kegiatan  Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar
Rp693.405.500,00;

9) Xegiatan Penyclenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
sebesar Rn537.627.500,00:

{0) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp132.892.500,00

Pemerintah Kabupa'en Mesuji harus memenuhi alokasi anggaran
penguatan pembinaan din pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
habupaten Mesupi sthurang-kKurangnya 1% (satu persen) dan toal
oelanja daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir I.LE.58 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar

kp9.004.795.616,07 aau terdapat selsih kurang  sebesar
Rp1.694.165792,07.

1. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1] Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD,
reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviy
penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan
jasa, pemeriksaan screntak kas opname, pemeriksaan pajak
pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan
TLHP ."!P":':
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2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi
Dane Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan pengangguran
responsive gender, operasionalicasi sapu bersih pungutan liar,
tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

3) Pengawalar. reformasi Lirokrasi, meliputi: penilaian mandiri
reformasi  birokrasi, penanganan  pengaduan masyarakat
terhadap peranglkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat

terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/l:ota;

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporar. gratifikasi,
monitonng dan ecvaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi
pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn
korupsi, verifikus: LHKPN/LHKASN, peniiaizn internal zona
integritas, penanganan  banturan kepentingan, survey
penegakan integnitas dan penanganan Whistle Blower System;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional
berkelanjutan melalui perdidikan dan pelatihan scrta bimbingan
reknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

L Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptoo, alat pengukur
licton dar lain-lain:

d. Kegiatan revia DAK Fisik vang bersumber dari alokasi 5% (lima
Jerseratus) alokasi duna penunjang DAK  Fisik sebagaimana
maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Petunjuk T=knis DAK Fisik 2019:

sebagaimana ditegaskan delam LLE.58L.ampiran Peraturan Menteri
Dalim Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- Alokasi Anggaran dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup
Tahun 2021

Jumlah anggaran dalam rangka dukurgan penyelenggaraan FIFA U-20

World Cup Tahun 202! sebesar Rp0,00 atau 0 % dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
AP2D Tahun Anggaran 2021,

Lelam rangka dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun

2021, Pemerintah Kabupaten Mesu)i agar melakukan hal-hal sebagai
henkuet:

"I melakukan l:eordinas: dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralkyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
terkait prasarana dan saranéa yang akan direnovasi
penyelenggaruaan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021; dan

“pi

<, memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses

perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup
Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan
peraturan Pérundang-undangan,

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tah
Dukungun Penyelenggarazn FIF4 U.20 World Cup Ta4

untuk

un 2020 tentang
un 2021,
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Be'anja Operasi |
Peayediaan anggaran Belania Operasi sehesar RpSﬂS.lJG.Bﬁ.gi&:ﬁg
ateu 66,09 Y% deri total nelanja daeraly dalam Rancangan Per b
Dacran Kabupaten Mesuji  tentang APBD Tnhun.f\nqgrrnn o
merupakan pengelua;zn anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pfjl?mn:sud
Dacral yang memberi maniaat jangka pendek sebagaimana 1:31::)
dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerirtah Nomor 12 Tahun )
Fenyvedinan anggoran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
oryek belanja:

a. Belanja Pegewai

' i Rp310.304.493.506,00 atau
Penganggaran Belanja Pegawai sebesar
34,46 % dani tota! belanje daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Xahupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara
i2in terdiri dari:

Y

2)

Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipi! Negara (ASN)

fenyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN' schesar
Rpl185.854.747.450,00 atau 20,64 “% dari total bclm}__ja daerah
dalam Rancanpan Peratu-an Daerah Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga
belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon
/\SN sesuai formeusi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan sesuai maksud butir 1.C.2.a.1).a), butir
1.C.2.a.1).b), dan buur I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanji jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang tercentum pada:

1) luran.!aminan Kesehatan ASN webesar RpY.357 432 170,00 :

b) luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar
Rp2 294 864.791,00 ;

¢) luran Jaminan Kematian ASN sehesar Rpl.023.656.892,00 :
d) luran.Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebenar Rp;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DFRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 dan karus mempedomani Undang-Undang Nomor
‘10 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
l.lndgng Nomor 24 Tahun 2011 tertang Badan Penyelenggara
Jaminar. Sosial, Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Acministratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Da=;ah, Peraturan Presiden Nomor 82
Tnh_un 2018 *entang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud
butir | C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri
64 Tahun 2020 dan raraturan Pemerintuh Nomor 70 Tahun 2015

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kema'ia i i
‘ ; ' ‘an ba !
ASN sebagaimar.a diubah deagan Peraty ] Nomer e

Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.a.1

Peraturan Menteri Da'am Negeri Nomor 64 Tahun 2025, PR
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Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak mengganggarkan jaminan
kematian, jaminan keschatan dan jaminan kecalakaan kerja DPRD
dalam Rancangan Peraturan Daeruh Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten

*suji agar menganggarkan jaminan kematian, jaininan kesehatan
dan jaminar kecelakann kesja DPRD sebagaimana dimaksud butir

1C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2020.

lHak Keuangan dan Adminiatratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

vang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

schesar Rp19.082 078.175,00 _ antara lain diurmikan pada:

1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD  sebesar  Rp4.410.000.000,00 5.148.041.608,00
4.594.160.000,00 ;

b) Belanjn Tunjengan Reses DPRD sebesar Rpl.102.500.000,00 -

¢) Belanja Tunjangan Xesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar RpS5.148.041.608,00

d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar
Rp4.594.160.000,00 ;

cdianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan
Menten Dalam Negen Nomer 62 Tahun 2017  tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungiawahan Dana Operasional sepanjang Peraturan
Dacrah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Mesuji yang mengatur tentang pelaksanaan hak
keuangan dan administratif Pimpianan dan Anggota DPRD telah
mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja
penerimaan  lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus
diformulasikan ke dalam rencana kena Sekretariat DPRD serta
diuraikan ke dalan jenis belanja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-urdangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nonor 18 Takun 2017.

Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan \Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.800.000,00
atau (,07 dari total Pendapatan Asli Daeruh penentuan besarannyva
mempedomani Pesal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dan paling rendah sebesar
Rp.400.000.000,00 dari jumlah PAD diatas sebesar RpSO miliar
sampai dengan sehesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp50.655.425.331,00 .
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telanjutnya, pengguraan penyediaan anggaran tersebut harus
raempedomani Pasal 8 hurufl h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tembahan Penghasilan ASN yang tercantum
pada  Belanja  Tambahan  Penghasilan ASN  sebesar
Kp82.498.565.400,00 atau 9,16 % dari total belanja daerah galam
Rancangan Peruturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBP
Tahuri Anggaran 2021, yang hanya diusmikan ke dalam belanja
Tambahan Penghasilan hberdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran penggunaan aaggaran dengan
inempedomani ketentuen Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12_
Tahun 2019 dan butir 1.C.2.a.1).) Lampiran Peraturan Menteri
Nalum Negen Nomor 64 Tahun 2020.

Tambahar.  Penghasilan berdasarkan Pertimbangan  Objektif

Aainnya ASN scbesar Rp9.499.850.000,00 yang diuraikan ke dalam

rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bag. ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
scbesar Rp1.010.490.000,00

b) B=lanja bugi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
schesar Rp259.85.000,00

agar mempedomani ketentvan Pasal 6 ayat (1) hurul a Peraturan
Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemunguan Pajak Dacrah dan Retribusi

Daerah serta butir 1.C 2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menter Dalam
~Negeri Nomor 04 Tahur 2020.

Szlanjutnya, sebagai implementasi Fasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturen Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD
yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau
pelayanan lainnya  sesuai peraturan  perundang-undangan
diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan
penghasilan  berdasarkan pertimbangan  objcktif lainnya
sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.1).9 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan Tunjangan
Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Dacrah Khusus pada objek
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimhbangan  Objektif
‘ainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 202
melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.1).0
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,
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b. Belanja Barang dan Jasa

Penycdiaan  anggaran  Belanju Barang dan Jasa  sebesar
Rp268.934.698.230,00 atau 29,87 % dari total belanja dacrah dalam
Rarncangan Peraturan Daerah Aabupaten Mesuji tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang
rilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa  yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihuk ketiga dengan mermperhatikan aspek efektifitas,
cfisiensi, kepatutan dan kewajaran  penggunaan anggaran

s¢bagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggarun belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja:

1) Belanja Barang sebesar Rp39.064.090.099,00 atau 4,34 %dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang AFBD ‘lahun Anggaran 2021.

2) Belanja Jasa sebesar Rp121.287.246.420,00 atau 13,47 % dari
total Dbelanja daeran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesui lentang AFBD Tahun Anggaran 2021, yang
antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a] Belanja Jasa Kanor sebesar Rp%0.844.336.350,00 ;
b) Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp13.412.516.770,00

¢! Belanja Jasa Ke‘ersediuan Layanan (Availibility Payment)
sebesar Rp230.000.000,00

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan
kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan
etas wolume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa
persediaan baraag Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan
terlebih  dahulu  penagunaan barang milik daerah dengan
mempedonani Patal 9 Peraturar Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
dan Pasal 28 Peraturan Mente 1 Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016, serta buur 1.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan  aspek
sfekeiiitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan
anggaran sebagaiman.: dimaksud aalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Femerintah Nomor 12 Tahun 2019,

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar
Rp4.084.889.000,00

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  sebesar
Rp1.420.450.000,00

(3) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp
(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp944.050.000,00
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aapat dianggarkan ralam Rancangan Peraturan Daerah
Rabupaten Mesuji  tentasg APBD Tahun Anggaran 2021,
pelaksanaannya discsuaikan dengan kebutuhan nyata pnqa
masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan u:rlchklh
dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila
tidak terdapat barang milik dacrah terkait maka penganggaran
dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan lewajaran serta
penghematan penggunaan anggaran scbagaimana maksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Takun
2019,

Selanjutnya, selisili lebih dan efisiensi penyediaan anggaran
terscbu® oialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuaititas dan kunltas fasilitas aset daerah dengan
didasarkan padu perencanaan kebutuhan barang milik daerah
vang disusun d»ngan memperhatikan  kebutuhan serta
ketersediaan barang milik daeral: yang ada. Perencanaan
kebutuban barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutihan dan/atau standar harga
sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.4) Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan den Peiatihan sebesar Rp1.500.611.000,00 daerah
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan
pelaksanaannya disesuail:an dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek
efektifitas,  etisicnsi, kepatutan  dan kewajaran  serta
penghematan  penggunaan Anggaran, mengingat untuk
menghadin pendidikan dup peiatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya  yang te-kaii dengan  pengembangan kapasitas
sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah
Deerah, Pimpinan dar Anggota DPRD serta u.asur lainnya
seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diseienggarakan di
Kabupat:n Mesuji sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).g)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah
narus  dilakukan secara sangat selektif  dengan
mempertimbangkan  aspek- aspek  urgensi,  kualitas
penvelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi da pelayanan penyelenggara serta manfaat
yang diperoleh dan kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis ntau sejenisnya guua efektifitas penggunaan
anggaran daerah.
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Schubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata
rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan
penularan COVID-19 serta penerapan tatanan ?omm_l baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai nspex kehldupaq.
baik aspek pemerintaha., keschatan, um?m_. dan Fkog:nml.
penyelenzgarean rapat, pendidikan dan pelatit-an, hlmbu::ga.n
teknis, resialisasi, workshop, lokakarya, seminar_atau ujem.'f
lainnyz  dilaksanakan secarn virtual berbasis teknologi
informesi.

Dalam hal peny=lenggaraan -apat, pendidikan dan pclnu'l'.mn.
bimbingan teknis, sosialisasi, warksnop, lokakarya, seminar
atau scjenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara mnugl
Lerbasis teknoiogi informasi dengan pertimbangan antara lain
keterbatasan dukungan suana dan prasana lckl?ologi dan
infomasi, pelaksannan kegiatan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workskop, lokakarya,
seminar alau sejenis lainnya terscbut dapat dilakukan dengan
tetap memperkaukan penerapan  protckol pencegahan
penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).p)
Lamopirar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020.

3] Belanja Pemeliharaan sebesar Kp3.289.554.400,00 atau 3,81 %

dun total Lelania dacrah vang antara lain diuraikan ke dalam
nncian obyek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp- .

b) Belanja  Pemelinaraan  Pera'atan  dan Mesin  sebesar
Rp3.660.206.500,00 .

c) Belanja Pemeliharaan Gedurg dan Bangunan sebesar
Rp29.082.017.900.00 .

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp1.547.330.000,00 .

¢) Belanja Perreliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp-

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kitbupaten Mesuji tentung APBD Tahun Anggaran 2021, dan
pelaksanaannya tetap memperhatikan  aspek  efektifitas,
elisiensi,  kepawutan  dan kewajaran serta penghematan
Penggunaan anggaran dan  disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

pemeliharaan bareng, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (i) dan ayat (2) Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelclaan Barun

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor
Pedoman Pengelolaan Barang Milik

I.C.2.b.21.hj Lampiran Peraturan Menteri
54 Tahun 2020

19 Tahun 2016 tentang
Daerah, serta butir
Dzlam Negeri Nomor
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4) Belanja Perjalanan Diras scbesar Rp32.299.541.000,00 atau 3,59

o dini total Yelanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar
dirasionalkan dengan memperhatikan aspek elektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya
harus dilakukan secaia selektif, frekuensi, jumlah hari dan
pescrtanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud schingga relevan dengan substansi
hebijakan pemerintat daerah dan hasilnyn dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundar g-undangan,
sebagaimana dinaksud butir 1.C.2.b.2).k) dan 1.C.2.L.2).1) Lampiran
Peraturan M2nteri Dalam: Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikar. kepada Pihak
Retiga/Pihak Lain/Masyarnkat sebesar Rp14.816.393.200,00 yang
diuraikan ke dalam nincian Belanja Uang yang Dioerikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.256.105.000,00
dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
[ ain/Masyarakat sebesar Rp11.560.288.200,00 untuk
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah berdasarkan visi dan misi Kzpala Daerah yang tertuang
dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam
jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan 1.C.2.b.2).m)
Lampirar. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,
kecuali d*entukan lin oleh peraturan perundang-undangan.
Penganggaran Nomenkiatur dan Kode Rekening Belanja Uang

canfatau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Kctiga/Pihak
Lain/Masyarakat.

¢. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

u) Belanja Hibah sebesar RpS51.580.036.066,00 atau
13.553.064.902,00 1,51 % dari total belanja daerah dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yvang diurai
pada

(1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.550.000.000.00 .

(2) Belanj= Hitah kepada Bacdan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yanz Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Kp539.800.000,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.

Belunja Hibah Bantuan Keuangan epada Partai Politk sebesar Rp246.164.902,00

bj Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.328.600.000,00 atau 0,26 %
dari total belanje daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan
3osial Uang yanz direncanakan kepada Individu pelaksanaannya
mempedomani Pasal 298 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahurn 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberinn Hibah dan Bantuan Sosial Ynng Bersumber
dari Anggaran Pendrpatan dan Belenja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019,

b nyediaan  alokasi be'anja hibah dan  bantuan sosial dapat
dianggarkan sepanjeng tclah memenuhi persyaratan dalam ra'ngka
menunjang pencapaian sasaran progiam dan kegiatan pemerintah
daerah sesuni urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
wraelenggaranya  fungsi  pemerintahan, pemlmngunnn. danl
kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimuna maksud Pasal 298
aya: (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 scbagaimana telah
diubuh beberapa kali ternkhir deagan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Fasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 serta butir 1.C.2.a.5).a) dan butir 1.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan
rienteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas
kebenaran  tujuat dan penyediaan anggaran dimaksud melalui
serangkalan proses evaloasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi
Jarrah berkenaan dan pertimbangun TAPD, uchingga penyediaan
mnggaran tersebut tepat sasaran dan tepat juralah.

Selanjutnya. penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp246.164.902,00
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang APBD
Takun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Femerintah Namor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Dalim Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganpgaran Dalam Ar.ggaran Perdapatan dan Belanja Daerah, dan
Teriib  Administrusi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuarigan Partai Politik,
sebagaimana maksud  butir 1.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan
wenten Dalam Nege-i Nomor 64 Tahun 2020.

6. Belanju Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp139.182.943.112
15,46 % dari total belanja daerah dal
Katupaten Mesuji lentang APBD
diprioritaskan untuk

,00 atau
am Rancangan Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2021 harus
ptiabangunan dan pengembangan sarana dan
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presarena yang terkait langrung dengan peninpiatan pelayanan pubhk
serti. pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana inaksud butir .C.2.b.1)
Lemipiran Peraturan Menten Dalani Negen Nomor 64 Tahun 2020

Pev.panggaran belanja modal tersebut ¢igunaxan vntuk pengeluaran yang
ailakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi
kriteria mempunyui masa manfaat iebih dari 12 (dua belas) bulan,
dipunakan dalam kegiatan pemenntahan dacrah, dan melewau batas
mirimal kap'talisasi asset aengan mempedomani Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir .C.2.b
Lampiran Peraturan Ments Dalam Negeni Nomor 64 Tahun 2020,

Pengar.ggaran pengadaan barang mulik daerah harus didasarkan pada
perencanaan kcbutuhan borang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan baranp milik deerah vang ada. Selanjatnya, perencanaan
keontnhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD
daiam pengusulan penyerd‘aan anggaran untuk kebutuhan barang milik
dierah yang baru (new irihative) dan angka dasar (baseline) serta
pervusunan RKA-SKPD. Perencinaan kebutuhan barang milik daerah
dimaksud berpedoman puada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harpa, penctapan standar kebutuhan oleh Bupau
Mesuji  sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 ientang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengrlolaan Barang Milik Daerah, scbagaimana maksud butir 1.C. 2. b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2020.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
cetubahan  kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
prrubahan bontrak diluksanalkan dengan ketentuan penambahan nilai
kooirak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) daii harga yang
te;caatum dalem Kontrak avau, sebagairaana diamanatkan Pasal 54 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 t>ntang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintak.

Penyediaan anggaran be'an a Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Helainja Modal Peralatan dan Mesin sehesar Kp34.269.023.350,00
ateu 3,81 % dari 'otal belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Darrah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang
Antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

I] Pelanja  Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rp3.453.337.925,00 :

<) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pcmancar sebesar
Rp+36.46R.000,00

J) llelanja Modal Alat Kedokterar  dan  Kesehatan sebesar
Rp20.586.923.000,00

4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.092.200.000,00 ;

S) Belanja Modal Komputer sebesa- Rp1.332.961.740,00

f) Belanja Mcdal Alat Peraga sebesar RpS., 125.000,00 ;
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b. Belanja Modul Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.015.857.958,00
aiau 7,00 % dari total belanja daernh, yang diuraikan ke dalam obyek
Lelanja:

1} Belania Modal Bangunar Gedung sebesar £p62.666.337.958,00 ;
<) Eelanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp326.500.000,00;
c. Selanjn Moaal  Jalan, Jaringan, dan Ingasi scbhesar

Rp38.795.328.732,00 atau 4,21 % dari total belarja daerah, yang
ciuraikan ke dalam obyek belanja:
') Belenja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp28.113.827.012,00;
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp10.128.376.720,00 ;
J) Delanja Moual Instalasi scbesar Rp480.000.000,00 ;
4) Belanja Modal Jaringan scbesar Rp60.125.000,00 .

d. Belunja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.102.733.072,00 atau

0,34 % dan total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek
helanja:

I} Belanja Mndal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
2) Belarja Modal Baraag Sercorak Keseniun/Kebudayaan /Olahraga

sebesar Rp3C0.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesup
tentang APBD ‘labun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset
etep dan aset lainnya vang memenuhi kriteria mempunyai masa
inanfaat lebih dari 12 (dua belas) bu'an, digunakan dalam kegiatan
pemernintahan Jdaerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji , sebagaimana maksud
Pasal 282 Undang-Unding Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64
Peraturan Pemerintah Noraor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
«euangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamaka:n produk dalam negeri. 3elanjutnya, penganggaran
pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan
kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
sebutuhan pelaksanaan tugas dan fungs: OPD serta ketersediaan
tarang milik daerah vang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik
caerah merupakan salzen satn dasar bagi OPD dalam pengusulan
penyediaan anggarar: untuk kebutuhan barang milik Jaerah yang baru
(new initiative) dan engka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman
pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yarg ditetapkan
Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
rengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga
harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerali sebagaimana diatur da'am Peraturan Menten
Ja:am Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarans Kerja Pemerirtah Daerah, senagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 11 Tahkun 2007 sebagaimana
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maksud butir 1.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Homor 64 Tahun 2020,

7. Belanja Tidak Terduga

Sclanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keadean darurat termasuk keperlunn mendesak  serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tnhur-1-
1ahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduge tersebut antara lain
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman
yang membahayakan perckonomian daerah, sebagnimana maksud
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belunja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00
atru 0,11 %dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan
adicwya  kegiatun-kegiatan  yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat
periaturan perundang-undangan, scbagrimana maksud Pasal 68 dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 1.C.2.¢
La:npiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

8. Bclanja Transfer

Penyediuan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp165.149.301.857,00
atau 18,34 % dari total b:lania daerah dalam Rancangan Peraturan
Caeral Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang
diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja  Bagi  Hesi! FPajak  Daerah Kepada Pemerintahan
KRabupaten/Koia dan Desa sebesar Rp2.020.980.000,00 atau 10,00 %
dani dana hesil pajak daerah sebesar Rp20.209.800.000,00 dan
Belanja Bagi Hasidl Retribusi Dasrah Kabupaten/Kota Kepada
Pemerintah Desa sebesar Rp646.700.000,00 atau 10,00 dari dana
hasil Retribusi daerah sebesar Rp6.46G7.000.000,00 ;

Yemerinizh  Kabupaten Mesuji  agar mempertahankan alokasi
anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan memenubhi alokasi Bagi
Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10%
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Numor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

t. Belanja Bantuan Kevangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau
16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan

kepada daerah lain dalamn rangka kerja sama dacrah, pemerataan

peningkatan kemampuan kevangan, dan/atay tujuan tertentu lainnya

yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau

qengﬁnm bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam
nincian obyek belanja:



.53 .

1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
rebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerrh Kabupaten Mesuji tentang
APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Belanja  Bantuan Keuangan Dacrah Provinsi atau Kabupaten
kepada Desa schesar Ep205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Perierintah Kabupaten  Mesuji agar dapat mempertahankan
pengalokasian anggarmn untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang
diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan
Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal
96 Peraturan Pemerintah Noraor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secbagaimana telah
diubah heberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikun ke
dalam daftar nama pemesintah desa selaku penerima scbagai rincian
ooyck penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening
berkenaan;

Sistem dan  prosedur penganggaran, pelaksanaan  dan
nertanggungiawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati denpan mempedomani ketentuan belanja keuangan
sebagaimana diamanatkan dalam butir 1.C.2.d.2) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeii Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain
sestai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar..

- Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pemtiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembah dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembalii, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
benlmtnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Malam rancanger Rancangan Peratursn Daerah Kabupaten Mesuji
tertang  APBD  Tahun  Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan
peroiayaan  sehesar Rp60.000.000.900,00 Penerimaan pembiayaan
tzrscbut terdiri dari Sisa Lebih Per hitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) Pemerintah Kabupaten Mesuii harus secara terus-menerus dan
konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran

Taliun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada
Takun Anggaran 2021,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan
perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran
2020 dengen mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran yang tidak dapat didanaj akibat tidak tercapain va SiLPA yang
direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,
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2. Pengeiuaran Pembiayann

Paam rancangan Rancangar Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
textang APBD  Tahur Anggaran 2021 dinnggarkan pengeluaran
pembinynan sebesar Rp 1,500 000.000,00 , yaitu berupa Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Dacrah pada Budan Usaha Milik Daerah (BUMD)
depat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesujl tentang APBD Tahun Anggaren 2021, dengan didasarkan pada
Peraturan Daerah tertang Penyertann Modal yang terlebih dahulu
menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis
irvestasi tersebut dilakukan cleh penasshat investasi yang independen
dan piofesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan
de’am Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 lentang
Pecloman Pengelolaan Investasi Pemenintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2)
Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,

Dalam hal jumlah penyeitaan modal dimeksud telah ditetapkan dalam
prraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi
jumlah yang ‘ercantum delam peraturan dacrah tentang penyertaan
modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak perlu
meiakukan perubahan atas peraturan dacrah dimaksud.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
KKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tzhapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pernerintah Kabupaten Mesuji  dalam menyusun Rancangan Peraturan
Daerali Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar
konsisten pacia setiap wahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKFD), Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan
Deerah Kabupaten Mesuiji lentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai
amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, sebagaimara telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Jndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Femerintah Nomor 8 Tahun 2003 centang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Eva'uasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Neraor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Peraturan Menters Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pcrencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Cvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguran
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Herta Tatu Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dae:ak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kena Pemerintah Daerah.

B. Xcsesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup

denpan FKPD,

Pemeriniah Kabupaten Mesuji agar konsisten dan In

: enycsuaikan Program,
kegiatan dan sub Kegiatan Ranp.

*rda dan Ranperbup dengan RKPD sesuaj
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ketentunn Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuurgan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dam
passl 310 Undang-Undang Naor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Caerah, Pasal 89 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeldlann Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomo: 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluesi Pembangunan Dacrah, Tata Care Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tate Carn Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencena Pembangunan Jergka Merengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemrerintah Daerah, ssria Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021.

REKOMENDASI

Serenntah Kabupaten Mesvji dalam menyusuin APBD Tahun Anggaran 2021,
sei'n. memperhatikan  kebijakan dar tekms penyusunan APBD, juga
in<mpeudmani antara lain:

A Penvusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten
Mesuji TA 20%1 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 sebagoi kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke

dalam SIPD.

Sehubungan dengan bal tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji  dalam
peayusunan rancangan KUA dan PPAS ser‘a rancangan APBD Kabupaten
Mesuj. Tuhun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur percncanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai
amanat Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta
Gilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daeral sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan
Butir D.3 Lampisan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
dgar Surat Edarar Merteri Dali:m Negeri Kepada Gubermnur/Bupati/ Walikota
Seluruh Indonesia Nomor !30/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang
Percenatan Implementasi Sistem laformasi Pemerintahan Daerah.

B. Pasal 8 Peraturan Otoritas-Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang
Konsslidasi Bark Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah
daerah wajih memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar
Rp3.C00.200.000.000,00 itiga triliun rupiah,).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
harus memprioritaskan penyertnan modal secara berkala sesuai dengan
ketenituan peraturan perundang-undangan, untuk memenuai modal inti
minimum pada Bank Lampunyg,.

Dalam hal modal inti sebagai diraaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai
Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank
har.s menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.
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Dalan* rangka implementasi bcbijakan di bidang pengelolann keuar.gan
Jaerah sebagai tindo\ lanjut ditsiapkannya Peracuran Pemerintah Nomor 12
Tanun 2019, Pemerintah Dasrab mengalokasikan anggaran dalam APBD
Tanur Anggaran 2021 untuk mendanai kegintan antara lain pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnyn yang terkait dengan peningkatan
kapusitas SDM dibidang pengelolaan keuangan dasrah yang mlnkunafnqnya
diprioritaskan, di wilaynh Kabupaten Mesuji . Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan, bimbingar tcknis atau sejenisnya yang terkait dcl"lg,an
peningkatan kapasitas dilakukan sccara selektif, cfisiensi dan c!.'ckuﬁlns
penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dcng,alli
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
kompertensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayunan penyelenggara
serta manfaat yang nkan diperolch.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihar., bimbingan teknio, sosialisasi, workshop, loka'arya, seminar, atau
scjeranya dapat disclenggarnkan di luar wilayah kabupaten/kota yang
bersanigkutan.

Sehubungan dengan hai teisebut, dalam rangka memutus mata rantai
penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penu'aran COVID-19
serta peuerapan tatanan norral baru, produktil dan aman COVID-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan
ckoromi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
tekniy, sosialisasi, workshop. lokakirya, seminar atau sejenis lainnya
dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dala.n hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
tekr is, sesialisasi, workshop, lokakarya, scminar atau sejenis lainnya tidak
dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan
pertimcangan antara lain keterbatasan dukungan ssrana dan prasana
texriclogi dan informasi, pelak:anaan kegiatan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisas), workshop, lokakarya, seminar atau
sei2nwe lainnya tersebut daput dilakukan dengan tetap memperhatikan
penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai maksud butir
1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 64 Tahun 2020.

i). Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan

Laerzch Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati  Mesuji tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
harus herdasarkan pada ketentuan pereturan perundang-undangan sesuai
maksud Pasa' 24 aya* (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 53 Peraturan
Pemecintah Nomor 12 Tahun 2019,

- Daler: rangka mengantisipas: pendanaan keadaan darurat termasuk belanja

untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Mesuji  agar
mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021

sebagaimana diamanatkan dalam Pesal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019,
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“. Pemerintah Kabupaten Mesuji menyedinkan alokasi anggaran pada jenis

k
belanja tidak terduga untuk headsan darurat termasuk keperluan mendesa
antaru 'ain:

1.

3. Peniganggaran biaya honoravium, biaya perjalanan
rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor,
dinas, dun biaya pemeliharaan berpedoman

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 201
Regicnal,

H. Fenganggaran Dana Kelurahan berpedoman
17 Tahun 2018 tentang Kecaraatan

I. Pengznggaran lambahar penghasilan

d:
kelangkaan profesi, prestasi kerja,
Pemi<erian tambahan penghasilan
dengan Peratyrar, Bupati dengan

P:ngeliaran daeenh yang berada di luar kendali Pemetintah Daerah dan

idak dapat diprediknikan sebelunnyn, serta rmanat pesnturan
perundang-undangan;

- merdukung tugas 1im Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah

Kabupaten Mesuji Oapat menyediakan ulokasi anggaran dn]ar'n APBD
Yahun Anggaran 2021 denpan mempedomani Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 027/1696/sy tentong Menjagn Keterjangkauan Barang

dan Jasa di Daerah dan ketenwuan pernturan perundang-undangan
terkait;

pengendalian  harga lLarang dan jasa yang menjadi kebutuhan
masyarakat, seperti penyediaan 0 (sembilan) bahan pokok.

dinas dalam negeri, biaya
biaya pengadaan kendaraan
kepada ketentuan Pasal 1
9 tentang Standar Harga Satuan

Pada Pereturan Presiden Nomor

asarkan pada Pertimbangin beban kerja

berpedoman Pada peraturan Pemerintah
Dalarmy hal belum adanya peraturan pemcrintah dimaksyd Bupati dapat
memberikan tambahan pPenghasilan bagi pegawaj ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri,

K Tat
Bupurs,

1.

A Naskah Rancangan Peraturyn

Daerah dan Rancangan Peraturan

Raicangan Peraturan Daerah tentang
Belanja Daerah Kabupat

en Mesuyji Tahun Anggaran 20
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a. Konsideran menimbang pada awal kalimat k“.m 'Pﬂh“"“-
menggunakan huruf kecil semua dan pada huruf ¢ diakhin tanda

bacza titik koma (;).
L. Konsideran mengingat :

N
2)

3)

4)
5)

€)

Angka 15, 16 dan 17 lenghkapi dengan lembar pengundangan.
Angka 18 diubah menjadi “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Caru Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peratusan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anguaran Pendapatan dan Beclanja Daerah (Beritn  Negara
Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor) sebaguimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
525);".

Angka 20 diubah menjadi “Peratusan Menteri Da'am Negeri Nomor
32 Tahur. 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesi» Tahun 2911 Momor 450) sebagaimana iclah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 13);".

Angka 22 frase "Tahun 2019" diubali menjadi frase "Tahun 2020".
Tambahkan :

a) Undang-Uadarz Nomor 2 Tahun 2020 tenmiang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengzanti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor | Takun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau
Dalain Rangha Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekenomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Womer 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

b) Peraiuran [Menteri Dalam MNegeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan can Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indo:iesia Tahu 1 2019 Nomor 1447).

c) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 :entang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202C Nomor 57).

d) Perda kabupaten Mesuji tentang RPJMD, Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penulisannya agir disesuaikan dengan hirarki peraturan
perundang-undangan sesuai ketentuan Undang—Unda,ng Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019,
c. Diamara Konsiderans mengingat dan frase “Dengan Persetujuan
Eersama DPRD" disisipkan kansiderans memperhatikan yaitu;

Mesmperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor..... ten*ang
Evalues’ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

d Batang tubuh agar discsuaikan dengan ketentuar Undang-Uadang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
lUndangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Per.yusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Daerah Tal:un Anggaran.

e. Lembar penctapan dan Pengundangan :

a. Scbelum frase “Wiralaga Mulya” tambahkan frase *Ditetapkan di",
dar. frase “tanggal” diubah menjadi frasc “Pada tanggal® serta
diketik sejajar dengan frase Ditetapkan.

h. Nama Jal:atan yang mendatangani di akhiri tandabaca koma (,) dan
Nama Pejabat yang menandatangani tanpa tanda baca titik (.).

[. Lempirar, sesuai ketentuan Undang-Undang N>mor 12 Tahun 2011
tentang Pembertukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tzhun 2019 dan
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Arggaran Pendapatan dan Belanja
Deerah Tahun Anggaran 2021 :

1) Lampiran|a.d XVI.
a) Pada pojok kana: atas diubah menjadi :

LAMPIRAN .....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJ!
NOMOR..... TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
(Diketik cukup dihalaman pertama lampiran saja).

b) Pada Akhir Lampiran diberikan kolom Dto Bu pati.

2) Lampirenill :

a) Judul Lampiran diuban menjadi Rincian APED menurut

Urusan Pemenrintahan  Dacrah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Peadapatan Belanja
dan Pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 17 Raperda.

b) Penulisan lampiran pada pojok kanan cukup ditulis pada
halaman pertama lampiran, tidak disetiap OPD.

3) Lampiran IV pada kolom, frase “Belanja” diubah menjadi
“Kelompok Belanja®.

4) Lampiran VI kolom “Sub Kegiatar” dihilangkan.
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) Judul Lampiran v diubah, "SINKRONISAS| PROGRAM PADA
RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021"
agar dilengkapi.

6) Judul Lampiran IX diubah, “SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL DENUGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021” agar dilengkapi.

7} Lampiran Xlll pertama diubah menjadi Lampiran X!, Judul
lampiran diubah menjadi *DAFTAR PENYERTAAN MODAL
DAERAH DAN INVESTAS| DAERAH LAINNYA" sesuai ketentuan
Pasal 17 Raperda.

8) Lampiran X!II:

a) Pada judul diakhir kalimat tarmnbahkan frase "DAN ASET LAIN-
LAIN",

b) Kolom “Jen:s Aset Tetap Dacrah” diubah menjadi kolom “Jenis
Aset”,

¢) Antara kolom *Nomor® dan kolom “Jenis Aset” tambahkan
kolom baru yaitu “Nama Aset”.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten

Mesuji Tahun Anggaran 2021,

1. Judul Peraturan Bupati diubah menjadi “PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN
ANGGARAN 2021" diubah menjadi “PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021".

- Kensiderans  mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada
Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah
nabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 202].

. Batang tubuh, sesuai l:etentusn Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
scbagaimana telah diuLan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 aan Lampiran Perzturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pasal 19, 11, 13, 23, 25, 28,49,
30, 51, 61, dan 63 Penunjukan Pasal, Ayat dan huruf agar disesuaikan
dengan Pasal, Ayat, Huruf yang menjadi rujukan.

. Lempiran sesuai ketentuan Unaang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021:
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1) Lampiran:
a) Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi:

LAMPIRAN [ s.d X.
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR..... TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
(Diketik cukup dihalaman pertama lampiran saja).
b) Penulisan Judul Lampiran disesuaikan dengan Pasal 72
Raperbup.
¢) Pada Akhir Lampiran diberikan kolom Dto Bupati.

2) Lampiran Il
a) Judul lampiran diubah menjadi “PENJABARAN APBD
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RICIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN".
b) Pada pojok kanan atas cukup diketik dihalaman pertama, tidak
disetiap OPD.
3) Lampiran Ill, judul, tambahkan frase “PEMERINTAH KABUPATEN
MESUJI " dan diakhir kalimat tambahkan frase “TAHUN
ANGGARAN 2021".

(lampiran selanjutnya menyesuaikan).
4) Lampiran VI pertama diubah menjadi Lampiran V.
5) Lampiran VIl agar dilengkapi sesuai amanat Pasal 72 Raperbup.

6) Lampiran VIII, kolom lokasi agar dilengkapi, dan dikolom Dto
bupati tanggal dihilangkan karena Raperbup belum ditetapkan.

L. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI



